BABV
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Demokrasi adalah sistem pemerintahan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat
memiliki kedaulatan penuh. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki hak untuk
berpartisipasi dalam pelbagai urusan politik. Namun, partisipasi masyarakat
didasarkan pada model demokrasi yang dianut: demokrasi langsung (direct
democracy) dan demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Dalam demokrasi
langsung, rakyat tidak membutuhkan wakil-wakilnya untuk menjadi corong
aspirasi dan memberi pelayanan politik bagi rakyat itu sendiri. Sedangkan
demokrasi tidak langsung menerapkan sistem perwakilan. Sistem perwakilan
mengandaikan bahwa warga negara memilih pejabat-pejabat politik sebagai

representasi melalui pemilihan umum.

Dalam catatan sejarah, praktik demokrasi telah dimulai di Yunani Kuno. Athena
adalah salah satu kota di Yunani yang menganut sistem demokrasi. Pada waktu itu,
masyarakat Athena menganut model demokrasi langsung yang memungkinkan
masyarakat mengendalikan dinamika politik. Demokrasi Athena tampaknya sama
waktunya dengan di Romawi. Romawi menamai model pemerintahan mereka
dengan sebutan Republik. Sistem Republik diartikan sebagai sesuatu yang menjadi
milik rakyat. Sistem republik juga menghendaki warga negara untuk terlibat dalam
politik dan praktik politik yang legitim bila tidak menindas warga negara. Namun,
demokrasi Romawi tumbang di bawah rezim otoriter Julius Caesar karena masifnya
kerusuhan sosial, menguatnya militerisme, kehancuran ekonomi, perang, dan

mengakarnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Di daratan Eropa, ide tentang demokrasi mulai bersemi sejak Renaissance
hingga sekarang. Gerakan revolusioner anti-kerajaan Inggris di Amerika dan
pecahnya revolusi Prancis pada 1789 yang menjunjung kebebasan, kesetaraan, dan
persaudaraan (liberté, égalité, fraternité) adalah tonggak demokrasi modern.
Hingga akhir abad ke-20, banyak negara modern menjadikan demokrasi sebagai
sistem dan agenda politik. Hal ini dibuat karena demokrasi memiliki daya tariknya

tersendiri: menentang pemerintahan oleh kaum otokratis, absolut, dan otoriter;
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melindungi hak asasi manusia dan kepentingan pokok warga negara; menjunjung
hukum; menghormati kebebasan manusia; menuntut akuntabilitas penguasa kepada
rakyat; mengutuk adanya peperangan, anarkisme, eksploitasi, dan perbudakan
dalam negara; dan demokrasi dianggap mampu menghantar warga negara menuju

tanah kemakmuran dan keadilan sosial.

Indonesia adalah salah satu negara modern yang menganut sistem demokrasi.
Sebelum memasuki era demokrasi reformasi, periode penyelenggaraan kekuasaan
di Indonesia melewati empat periode. Periode pertama disebut demokrasi
parlementer (1945-1959). Lalu, periode kedua ialah demokrasi terpimpin (1959-
1965). Kemudian, periode ketiga, yakni periode presidensial (1965-1998). Dan,
pada akhirnya, periode demokrasi pasca-reformasi dimulai dari tahun 1998 hingga

sekarang.

Di era pasca-reformasi, demokrasi Indonesia juga kerap menghadapi tantangan.
Tantangan-tantangan demokrasi era reformasi bukan karena pengaruh antek asing,
tetapi timbul dari dalam negeri. Sebagaimana telah dipaparkan oleh penulis dalam
Bab II, praktik politik yang menjadi faktor dominan dalam gejala retrogresi
demokrasi di era reformasi ialah menguatnya praktik politik identitas, mengakarnya
doping politik, masifnya korupsi, kolusi, dan nepotisme, penyelewengan hukum,
pembungkaman pers, dan pemimpin antikritik. Praktik-praktik distorsif tersebut
menyebabkan demokrasi Indonesia mengalami retrogresi dan berada di titik nadir

krisis.

Di tengah peristiwa retrogresi demokrasi era reformasi ini, satu gugatan muncul:
apakah demokrasi era reformasi masih bisa diselamatkan? Pada dasarnya, semua
tindakan, dalam bentuk apa pun, yang dibuat oleh manusia dapat dievaluasi dan
diperbaiki oleh manusia itu sendiri. Dalam ranah politik Indonesia, aneka praktik
politik menyimpang yang tengah merebak di Indonesia tidak memiliki aspek
permanensi. Karena itu, semuanya selalu dalam kemungkinan untuk dievaluasi,

diubah, dan ditinggalkan.

Dalam upaya menyelamatkan demokrasi era reformasi di Indonesia, kita
membutuhkan suatu panduan intelektual sebagai basis teoretis dari setiap langkah

solutif yang akan ditempuh. Persis di sinilah filsafat demokrasi Aristoteles
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mendapat relevansinya yang paling konkret. Merujuk pada filsafat demokrasi
Aristoteles, demokrasi era reformasi akan bisa selamat dari kemunduran apabila
warga negara dan pemerintah atau elit politik mengatur pola hidup dan
penyelenggaraan kekuasaan politik berdasarkan prinsip demokrasi. Warga negara
Indonesia harus mentransendensi diri menjadi warga negara yang baik dan manusia
yang baik. Kemudian, para pemimpin atau elit politik mesti menyelenggarakan
kekuasaan politik dengan mengikuti model kekuasaan tuan terhadap budak, ayah

terhadap anak, dan suami terhadap isteri sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles.

Selain menjadi warga negara dan elit politik yang demokratis, Indonesia juga
perlu menerapkan varietas-varietas demokrasi Aristoteles: menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat; melakukan pemilihan para pejabat yang fair sambil
memperhitungkan prinsip meritokrasi dan rekam jejak politik seseorang sebagai elit
politik tanpa terikat pada kesamaan status primordial dan ikatan emosional,
mengayomi dan menghormati kebebasan warga negara untuk terlibat dalam
pelbagai urusan politik; dan menjadikan hukum sebagai panduan moral dalam

menyelenggarakan kekuasaan politik.

Jadi, demokrasi era reformasi dapat diselamatkan dari gejala retrogresi bila
filsafat demokrasi Aristoteles sungguh diterapkan di dalam sistem perpolitikan di
Indonesia. Dengan demikian, demokrasi era reformasi akan tetap eksis, utuh,
kokoh, dan mapan di masa depan. Tidak akan ada lagi skandal korupsi, kolusi, dan
nepotisme. Kerusuhan dan kekacauan dalam negara niscaya terhindarkan.
Kemiskinan dan pembangunan yang tidak merata akan teratasi. Warga negara

Indonesia pun semakin bahagia, sejahtera, dan mengalami keadilan sosial.

5.2. Saran
5.2.1. Bagi Elit Politik Indonesia

Elit politik di Indonesia memiliki tanggung jawab penuh dalam menyelamatkan
demokrasi di era reformasi. Karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan,
yakni menjadi elit politik yang memiliki integritas intelektual, menyadari diri
sebagai pelayan masyarakat, terbuka terhadap kritik publik, dan menjunjung

hukum.
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Pertama, menjadi elit politik yang memiliki integritas intelektual. Integritas
intelektual ditunjukkan dalam kemampuan untuk membaca tantangan zaman dan
memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat agar setiap kebijakan politik yang

ditelurkan sungguh menjawab kebutuhan masyarakat.

Kedua, menyadari diri sebagai pelayan masyarakat. Sebagai pelayan, elit politik
atau penguasa tidak boleh berpretensi untuk memasang jarak dengan masyarakat.
Masyarakat adalah subjek pelayanan politik, bukan keluarga atau kelompok-
kelompok tertentu yang dekat dengan penguasa. Dengan demikian, kekuasaan
politik tidak didekonstruksi sebagai tempat untuk melakukan korupsi, kolusi, dan
nepotisme, tetapi sebagai palagan untuk melayani kepentingan warga negara secara

keseluruhan.

Ketiga, terbuka terhadap kritik publik. Dalam demokrasi, kritik publik adalah
sebuah keniscayaan. Kritik publik berangkat dari kesadaran purba dalam diri
manusia bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna: ia bisa salah, keliru,
dan berlaku tidak adil. Dalam konteks politik, kritik publik dibutuhkan untuk
meminimalisasi kesalahan, kekeliruan, dan ketidakadilan yang dibuat oleh elit
politik atau penguasa agar praktik dan kekuasaan politik tidak keluar dari rel

demokrasi.

Keempat, menjunjung hukum. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, elit
politik atau penguasa harus patuh terhadap hukum. Hukum seyogyanya
ditempatkan di atas kekuasaan politik, dan praktik politik harus sesuai dengan
panduan hukum. Karena itu, ikhtiar untuk menyangkal dan menelanjangi hukum

tidak dibenarkan karena berpotensi menciderai demokrasi.
5.2.2. Bagi Partai Politik

Partai politik memiliki peran sentral dalam upaya menyelamatkan demokrasi
melalui formasi kaderisasi yang ketat dengan berpegang teguh pada prinsip
meritokrasi. Karena itu, saat mengajukan calon kontestan dalam pemilu, partai
politik harus memastikan bahwa calon yang diusung sungguh memiliki kapasitas
intelektual, kewibawaan moral, dan rekam jejak politik yang memadai. Dengan

demikian, setiap konstestan yang berkontestasi dalam pemilihan umum adalah
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individu-individu yang siap tampil menjadi sosok pemimpin yang berintegritas

sesuai dengan semangat demokrasi di masa depan.

Partai politik juga memiliki peran signifikan dalam menciptakan iklim politik
yang kondusif menjelang perhelatan pemilihan umum. Dalam upaya memenangkan
sebuah pemilihan umum, partai politik harus tetap menunjukkan sikap politik yang
adil dan netral. Misalnya, saat mengampanyekan seorang kandidat politik, partai
politik tidak boleh menghalalkan aneka akrobatik irasional, seperti menyebarkan
hoaks dan ujaran provokatif yang berpotensi menjatuhkan dan merusak citra lawan

politik, menghalalkan money politics, dan memberikan bansos secara tidak fair.
5.2.3. Bagi Warga Negara Indonesia

Sebagai warga negara demokratis, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yakni

menjadi pemilih rasional dan kritis terhadap pemerintah.

Pertama, menjadi pemilih rasional. Setiap warga negara Indonesia yang sah
secara konstitusional wajib mengikuti suksesi pemilthan umum. Dalam
menentukan pilihan, setiap orang mesti menjadi pemilih rasional: memilih
kontestan pemilu tidak berdasarkan kesamaan status primordial, adanya ikatan
biologis, dan telah menerima doping politik, tetapi berdasarkan rekam jejak politik,
keunggulan intelektual, dan kapasitas moral yang dimiliki oleh elit politik
bersangkutan. Menjadi pemilih rasional menjadi syarat bagi lahirnya sosok

pemimpin yang demokratis.

Kedua, kritis terhadap pemerintah. Dalam negara yang berpayung demokrasi
seperti Indonesia, warga negara memiliki hak untuk beroposisi dan mengkritisi
pemerintah. Warga negara memiliki ruang untuk mengevaluasi dan mengkritisi
aneka kebijakan dan pola perilaku elit politik atau penguasa yang dinilai telah
melenceng jauh dari koridor demokrasi. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, pembusukan kekuasaan politik, lahirnya

kebijakan politik yang tidak adil, dan terjadinya regresi demokrasi.
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